Menimbang

Mengsngat

PERATIIAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KEHUTANAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa kehutanan merupakan salah satu sektor kegiatan
perekonomian yang mempunyal peran penting  sebagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan pendapatan dan
keseijehteraan masyarakat dan penyerapan fenaga kerja

bahwa pengembangan kehutanan di Propinsi Xalimantan Timur
giarahkan untuk mewujudkan usaha kehutanan yang efisien di
daerah dalam menciptakan iklim usaha kehutanan yang kondusif;

bahwa untuk menurnjang terwujudnya hal-hal tersebut diatas,
maka dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerzah
kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1886 tentang Pembentukan Daeran-

Daerah Qtonom Propinsi Kalimantan Barat, Kaiimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (lLembaran Negara Tahun 1356 Nomor ©5;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

. Undang-tndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 23875,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 193892 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara
Momor 3383%)

. Undang-Undang Nomor 25 Tarun 1599 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Dasrah Lemharan Negara Tahun
1838 Nemor 72; Tambahan Lembaran Necara Nomor 3848);

. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara vyang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 75; Tambanhan
L embaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomar 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi {Lembaran Negara Tzhun 1992 Nomor 140; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 387);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1299 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 38887 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 18399 1lentang
Kepengurusan Badan lsaha Milik Daerah:

Keputusan Oewan Perwaxilan Hakvat Daerah Propinsi Kalimantan
Timur Nomor 05 Tahun 2000 tentang persetujuan [OPRD Propingi
Kalimantan Timur terhadap 3 (tiga} buash Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Daerah Pertambhangan, Kehutanan dan
perkebunan Proginsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINST KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTAMG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KEHUTANAN
PROPINST KALIMANTAN TIMUR,

BaB I
KETENTUAN LMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Dasrah Propinsi Kalimantan Tinur ;

Femerintanh Daarah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daeran Ctonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah ;

Gubernur adalah Gubernur Xalimantan Timur ;

Perusanaan Daerah adalan Perusahaan Dasrah Kehutanan Propinsi
Kalimantan Timur

Pambinaan adalah kegiatan untuk memparikan pedoman bagi
Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang
bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan
baik ;

Pangawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
Parusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah
tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil
mencapal fujuan yang telah ditetapkan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilail Perusahaan Dasrah
dengan cara mambandingkan antara keadaan yang sebanarnva
dangan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bpidang
keuangan dan atau dalam bidang fteknis operasional

Direkst adalah Direkel Parusahaan Daerah Kehutanan Propinsi
Katimantan Timur
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. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusanaan Daerah

Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur

Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kehutanan Prooinsi
Kalimantan Timur.

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2
Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Casrah
Perusahaan Daerah sebadaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
berbentuk Badan Hukum vyang berhak melaksanakan usahanva
berdasarkan Peraturan perundang-undangan vang perlaku;

Bag  ITI

TEMPAT KEDUDLAN

Pasal 2
Perusahaan Daeran berkedudukan di Thukota Propingi Kalimantan
Timur Samarinda dan mempunyail Kanitor Perwakilan/Cabang
bardasarkan kebutuhan.
Ferusahaan Dasrah dapat mengadakan dan mempunvyati hubungan
xorespondesi didalam dan diluar MNegeri.

Rag IV

TUJUAN DAN LARPANGAN USAHA

Pasal 4

} Perusahaar Daerah bertiwjuan

a. melaksanakarn dan menunjang kebijaksanaan serta program
Pemerintan Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian
Daerah;

b. meningkatkan Pendapatan Asii Daerah (PAD) ;

Untuk mencapal tujdan fersebut diatas Perusahaan Daerah
menjalankan usaha dihigang

a. bhudidaya kehutanan vang mencakup Kegiatan-kegiatan
penebhangan kavu/pemungutan hasil, permudaan dan
pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

b. penangkaran satwa liar dan tumbuhan alam.
¢. penguszhaan pariwisata alam.

d. pengusahaan taman buru/kebun buru.

e, pengusahaan tentang persuteraan alam.

. jasa konstruksi kehutanan.

g. industri hasil kehutanan.

Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang
mempunyai hubungan dengan bidang usaha fersebut diatas baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Fihak
Ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.
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Bag v
MODAL DASAR

Pasal 5
(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000.-
(Lima Milyar Rupiah} yang selurubnva merupakan penyvertaan
modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekavaan Pemperintah
Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas 1.000 (seribu)
lembar saham, dengan nilar nominal Rp 5.C00.000,- {(Yima jula

rupiah) per lembar.

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 6

(1) Pembinaan dan Pangawasan Umum terhadap Perusahaan Caerah
dilakukan oleh Gubernur ;

{2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasanr sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris
Daerah.

BAR VII
KEPENGR ARUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :
a. O1reksi;
b. Badan Pengawas.
Bagian Pertama
Bireksi
Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh
paling banyak 2 (figa} orang Direktur.
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Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas

memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
. menvampaikan rencana kerja 5 {1ima) tahunan dan rencana Kerja
Anggaran Perusahaanh Daerah tahunan kepada Badan Pengawas
untuk mendapat pengesahan;
melakuxkan parubahan ierhadap program kKerja setelah mendapat
persetujuan Badan Pengawas;
membina pegawai
mengurus dan mengelcla kekayaan Perusahaan Daerah;
menyelanggarakan administrasi umum, Keuangan, pemasaran dan
produksi;
. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diiuar
Pengacilan.
menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Kepada Badan
Pengawas.

Pasal 10
Direksi mempunyai wewenang

a. mengangxat dan memberhentikan pegawad;

b. mengangkat, memberhentikap dan memindah fugaskan pegawai
dari jabatan dibawah Direks?;

menandatangani Neraca Perhitungan | aba Rugi;
menandatargani itkatan hukum dengan pihak lain.

Qo

Pasal 11
Direksi memerlukan persetujuan dart Badan Pengawas dalam hal

a. mengadakan perjanjian-perjan)ian kerjasama wJusaha atau
minjaman vaha mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya
aset dan membshani anggaran Perusahaan Daerah;

b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda
bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;

c. penyertaan modal dalam perusanaan lain,

Paragraf 2

Tahun Buku, taporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

(1) Tahun Buku Perusghaan adalah Tahun Takwim.

(2) Paling lambat 3 [tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku
Direkst menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur
melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan,
yvang terdiri dari Neraca dan Perhitunagn Laba/Rugi tahunan
setelah diaudit oleh akuntan Publik;
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Neraca dan Ferhitungan Laba/Rugi tanunan yang telah
mendapatkan pengesahan, Gubernur memberikan psmbebasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Paling tambat 3 {figa) bulan sebelum berakhirnya tahun Buku
Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan Daerah,

Apabila pada tanggal 31 Desember fahun berjalan Badan

Pencawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap talah disahkan,

Paragraf 3
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi
Pasal 13

Penghasilan Direksi terdiri atas :

a. Gaji.
b. Tun)angan.

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.
Paragraf 4
Pasal 14
Hak Cuti

Nirekszi memperoieh hak cuti sebagai berikut:

a. cuty Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap
satu kali masa jabalan;

¢. cuti bersalin selama 34 (tiga) bulan bagi Direkiris;

d. cuti alasan penting;

e. cuti Sakit.

Pelaksanaan hak ¢uti sebagaimana dimaksud dalam éyat {1}
huruf a, b dan ¢  dilaksanakan setelah mendapat perseiujuan
Gubernur atau peiabat yang difunjuk.
Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persefujuan
Badan FPengawas.
Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan
penun dari Perusahaan Dasrah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 15

Radan Pengawas terdiri atas :

salu) crang Sekretaris.

(satu) orang Ketua merangkap Anggota.
(
{satu) orang Anggota.
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Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Radan Pengawas mempunyal tugas :

mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
memoerikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

. memberikan pendapat dan saran kepada Gubsrnur terhadap Program

Kerja yvang diajukan oleh Direksi.

. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Laporan

Meraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan

Daerah.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

o0

. mamberikan peringatan kepada Direksi vyang fidak melaksanakan

tugas sesuai dengan program kerja yvang ielan ditetaokan.

. memeriksa Direksi vang diduga merugikan Perusahaan Daerzh.
. angesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
. menerima dan menclak pertanggung jawaban kKeuangan dan program

kerja Direksi tahun berjalan.

Fasal 18

(1) Untuk membaniu tugas-tugas BRadan Pengawas dibentuk

Sekretariat.

(2} Honorarirum Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas,

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 19

Badan Pengawas karensa tugasnva menerima honorarium.

Pasal 20

(1) Ketua Badan Pangawas menarima honorarium sebesar 40% (empat
puluh persen) dari penghasilan Direktur Umum.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35%
{tiga puluh lima persen) dari pengahasilan Direktur Umum.

{3} Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari pengahasilan Dirsktur Umum.
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Pasal 2t

Selain honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 19 Badan pengawas
setiap tahun diberikan jasa proguksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT IAN

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap :

&. Direksi,
b. Badan Pengawas.

(3)

(4)

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 23

Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas
usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi lembaga
independen dan profesionatl,

Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
bukan berasal dari swasta, maka vyang bersangkutan harus
melepaskan tsarlebih dahulu status kepegawaiannva,

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direkst harus memenuhi
paersvaratan sebagai berikut :

a. diutamakan Putra Daerah mempunyai pendidikan paling
kurang Diploma 3 ( D3 ).

b. mempunyai pengalaman kerja minimal % (lima) tahun
diperusahaan yang dibuktikan dengan surat Keterangan
(retferensi) dari perusahaan sebslumnya dengan penilaian
baik.

. membuat dan menyajikan proposal tentang visi,misi dan
strategi perusahaan.

d. Tlus uji kepatutan dan kelavakan (fit and proper test)
yvang dilaksanakan oleh lembaga independen dan
profesional vang ditunjuk Gubernur.

e. tidak terikat nubungan keluarga dengan Gubernur atau
dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan
Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun kesamping termasuk menanty dan ipar.

[y

Peingangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) ditetapkan dengan Kepuiusan Gubernur,
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(1

Pasal 24

} Sessorang dapat menduduki jabatan Qireksi paling banyak 2
{dua) kali masa jabatan dalam keduduikan yang sama di
Perugsahaan Daerah vyang bersangkutan, kecuali Direksi
diangkat menjadi Direktur Utama.

) Masa Jabatan Oireksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun
sejak tanggal pengangkatannya.

i) Pengangkaltan uniuk masa jabatan yang kedua sabagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti
mampu mehingkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2
Pemberhentian Direksi

Pasat 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan o¢leh Gubernur
meskipun masa jabatarnya belum berakhir oleh karena

a. atas permintaan sendiri;

bh. meninggal dunia;

c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya;

d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja vyang
telah ditetapkan;

e. terlibat dalam findakan merugikan Perusahaan Daerah;

. dihukum pidana berdasarkan puitusan Pengadilan Negeri yang
telah mempunival kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

(1) Apabila Direks! diduga melakukan salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf ¢, d dan e Badan
Fengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksy
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas
segera melaporkan kepada Gubernur,

Pasal 27
(1) Gubernur paling lama 12 (dua bkelas) hari kerja setelah

menerima hasil pemariksaan Badan Pengawas sudah
mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Dirgksi
bagi Nirekst vang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 huruf ¢, d dan e;
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Dalam hal terjadi psmberhentian ssbagaimana dimaksud dalam
(1), maka dilakukan hal-hal ssbagai perikut

a. Diraks1 yang bersarngkutan daoar mangajukan kaberatan
kepada Badan Pengawas dalam taﬂgnano waktu 30 (tiga
puluh) nars sejak diterimanya keputusan pembsrhentiannya.

b. Badan Pengawas dalam waktu 20 (tiga puluh) hari sejak
mana*ima surat keberatan tersshut, sudah harus
mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannyva kepada
Guberaur.

[

Gobernur dalam tenggang wakty 30 (tiaa pulul) hari sejak
meagrima rekemsndasi dari Badan Pengawas harus
mangsluarkan Kaputusan apakah mensarima atau menclak
keberatan yanc barsangkutan.

Untuk ®epentinegan peradilan Diraksy wvang didakwa telah
melakukan suatu kejahatan/pelanggaran nukum pidana dan
oer-ubung dengan ity ¢lsh pihak yang berwaj b dikenakan
rﬁhaﬂan sementara, maka mular szat psnahanannys Gubernur
rarus mergaeluarkan kepuilusan peamberhentian sementara kepada
yvang bersangkutan,

Hal=-hal wyang menyanckut pembarhentian sementara Direksi,
diatur Tsbih Tanjut dengan keputusan Guberhur.

apanila Direksi tersebut dinvatakan bersalah ber-dasarkan
putusan pengadilan vang mempunyat kekuatan hukum tetap, maka
yang bersangkutan dibarhentikan ssbagai Direksi.

Apahila Direksi ssbazjaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan
tidak bersa’an bsrdasarkan puiusan pengadilan vang
berkekuatarn hukum tetap, maka pamberhentian semertara yang
berzangkutar sagera dicabut dan diangkat kembha®i sehasgzi
Direksi.

Pasal 28

o
o
]
63}
ff

GCiraksi yang dibgrhantikan ssbagaimana d-maksuc rad
25 nuruf a, b dan ¢ diberhentikan dengan hormat.

Direkst vang aibe

arhentikar sebagaimana dimaksud pafda Pasal
28 huruf d,s dan T 1

berhentikan dengan tigak hormat,

Jirekst vang diberhentikan zebawaimana dimaksud pada Pasal
25 huref b selain diberikan uang duka sebesar 3 {figa) kals
cenanast lan yang diterima pada btwlan larakhir juga diberikan
yana perghargasan yvang besarnya ditetapkan secara
propossional sesual masa jabatannya.

Orreksy vana dibernentikan se,aga imana dimaksud nagda Pas
25 murdf ¢ salain dibarikan u e
kaly penghasilan yvang dite*1ma ua*a h“Tnn Tarahnwr a
dibarikan uang oenanaraaan yang besarnyva ditatapkan secara
proporsichal sesuail masa Jabatannya.

Bireksi vang berrentt karena habis masa jabatannya dar tidak

diangkat rembali dikterikan uang penghargaan sesual dangan
kemampuan Perusabaan Dasrah.

http://www.bphn.go.id/



Pasal 29

Paling lama 3 {(tiga) bulan sebelum masa jabatan Dirsks
berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada
Gubernur.,
Paszal 30
(1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (PIT), apanila Direksi
Zibarhentikan sebelum masz jabatannva berakhir.
{7) FPengangkatan Pelaksana Tugas (Pl1t) ditetapkan dengan
Reputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 {figa)
ot T i
LA 3.

Pasal 31

Ci-eksi tidak holeh memangku jabatar rangkap.

Pasal 32
Apabiila dalam 2 {dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu
meringkatkan kinerja Perusahaan, Gubernur dapat menggantn

Direks),

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan Parjaianan Ginas harus mendapat
1jin GQubernur,

Bagian Kedua
Fengangkatan dan Pembernentian Badan Pangawas
Paragraf 1
Pengangkatan Badan Psengawas
Pasal 34
{1} Badlan Pengawas diangkat oleh Gubernur
{2) Badan Pergawas sebagzimana dimaksud dalam avat (1) berasal
dari orang vang profesional sesuvai dengan bidang usaha
Perusahaan Daerah vang bersangkutan.

{30 Untuk dapat drangkat sebaga Badan Pengawas, harus memenuhi
persyaratan sehagai berikut -

a. lulus wjr kelayakan dan kepatutan (fit and profer tast)
yang ilaksanakan ¢leh lambaga independen dan profssional
yang ditunjuk Gubernur,

b. menyvagiakan waktu yang cukup;

¢. tidak terikat hubungan keluaz-ga dengan Guhernur atal
dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampa’
derajat ketiga bark menuruf garis Jurus maupun kesamping
termasulk mepnantu dan ioar.

T4 Pengangkaran Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam avat
1) ditelapkan dengan Kepuiusan Guber-ur,
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Pasatl 35

(1) Badan Fengawas drangkat paling banvak 2 (dual kali masa
jabatan.

(2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga)
tahun.

{3} Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakuikan
apabita

a. mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kKerja.

b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan
Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.

c. mampu memperikan pendapat mengenal peluang usaha yang
menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2
Pemberhentian Badan Pengsawas
Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan oleb Gubernur meskipun
masa jabatannya bhelum berakhir oleh karena :

a. atas pemintaan sengiri;

b. meninggal dunia;

¢. gangguan Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

tugasnvya;

tidak melaksanakan tugas dan wawenangnya;

e. terlibat datam tindakan vang merugikan Perusahaan
Daerah;

f. dihukum pidana berdasarkan putusan Fengadilan Negeri
vang teiah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Q.

Pasal 37

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu
perbuatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 36 huruf ¢, d
dan &, Gubernur segera melakukan Pemeriksaan terbadap yang
bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan nasil pemar-:ksaan, Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan
perbuatan yang dituduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua
belas) hari kerja segera mengeluarkan Kspltusan tenfang
pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

{3) Dalam hal terijadi pemberhentian sebagatmana dimaksud dalam
avat (2), maka dilakukan hai~hal sebagai berikut

a. Anggcta Badan Pengawas vang bhersangkutan dapat
mengajukan keberatan kKepada Gubernur dalam tengoang
waktu 30 {tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan
pembernentiannya.
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b. Gubernur dalam tenggang wakiu 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima surat keberatan tersebut, sudah harus
menge luarkan keputusan apakah menegrima atau menclak
keberatan yang bersangkutan.

(4} Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang
didakwa 1elah melakukan suatu kerahatan/pelanggaran hukum
pidana dan berhubung dengan 1iu cleh pihak yang berwajib
dikenakar tahanan sementara, maka mulail saat penahanannya
Gubernur harus mendeluarkan Xeputusan pemberhentian
sementara kepada yang bersangkutan.

{8) Hal-hal vyang menyanckut pemberhentian sementara anggota
Badan Perngawas, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Gubernur.

(B3 Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah
berdasarxan putusan Pengadilan yang mempunysai kekuatan
hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai
anggeta Badan Pengawas.

—_
=
—

Apabila anggota Badan Pengawas ierssbut dynyatakan tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memounyai
kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian semsntara yang
barsanckutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai
angecta Badan Pengawas.

Pasal 38

(1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai
dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling banyak 20% dari
Yaba bersin tahun yang bersangkutan setelah &1 audit.

(7} Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 3%

Dana Refresentatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling
tinggi 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun yang
diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh
Cireksy.
BAB TX
KONTROL PEMERIKSAAN
Pasal 40
(1) Dengan thrdak mengurangi hak Instansi dan badan lainnya yang
menurut Peraturan Perundang-undangan vang berlaku berwenang
mengadakan penyslidikan dan pemeriksaan tentang segala
sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah,
Gubernur dapat meminta Akuntarn Publik dan/atau Akuntan Negara

untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
kepengurusan perusahzan daerah serta pertanggung]awabannya.

(2) Hasy1 kontrol/oereriksaan disampaikan kepada Badan Pengawss.
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BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTT RUGI
Fasal 41

(1) Badan Pengawas dan semua Pegawai, termasuk Anggota Direksi
vang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan
barang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena
tindakan melawan hukum atau Karena melalaikan kewajiban dan
tugas yang dibebankan kepada mereka Tangsung atau tidak
langsung %telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah,
diwajibkan mengganii kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundgang-undangan vang berlaku.

(2) Semua Pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penysrahan uang dan surat-surat berharga milik
Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik
Perusahar Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat
penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan uniuk keperluan
1tu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} vang tidak
memberikan perfanggungjawaban mengenais gelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ber!aku.

{4) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya vang
termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan
Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk
oleh Gubernur kecuali jika untuk kKepentingan sesuatu
pemariksaan,

{A} Untuk keperluan pemariksaan bertalian dengan penetapan Pajak
dan kontrole Akuntan pada umumnya surat bukiti dan surat
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk sementara
dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akutan
Negara.

BAR  XI
KE_LEMBAGAAN
Pasal 42
Susunan QOrganisasi dan Tata Kerja Perusahaan Dasrah ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur sesuail dengan peraturan perundang—
wadangan yang berlaku,
BAR XTI
TAHUN BUKU OAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAFRAH
Pasal 43

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tanun Takwin.
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Pasal 44

(1) Paling Tambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan
tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan
untuk tahun buku vang bersangkutan guna mendapatkan
persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan
Pengawas.

(2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Gubernur,

BAB XI1I

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 45§
Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daeran
dgiajukan oleh Dirsksi kepada Gubernur secara tertulis dan
terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada

Badan Pengawas,
BaB  XIV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan
tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba

kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

(2) Dalam Tlaporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos
dalam perhitungan tahunan.

(3) Jika dalam waktu 3 {tiga} bulan setelah mererima perhitungan
tahuran itu oleh Gubernur 1idak diajukan keberatan teriulis
maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disankan.

(4} Zerhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh
Gubernur,

(53) Lapcran Keuangan tahunan (neraca, perhitungan rugi/iaba)
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan Publik
dan/atau akuntan Negara.

BAR XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LARA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 47

{1} Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
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(Z2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain
vang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai
berikut

a. untuk Dana Pembangunan Daerzh 30 %.

b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %.

¢. untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa
Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Bantuan, vyang
besarnya masing-masing ditentukan dalam Keputusan Gubernur
beriumlah 45 %,

{3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum Dilamana telah mencapai
tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sasuai
kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB  XVI
KEPEGAWATIAN
Pasal 48

(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan
lain dari Direksi dan Pegawai Perusahasan Dagrarh diatur dengan
keputusan Gubernur, sesuai dengan Peraturan vang berlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
herlaku.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 49

{1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwiditornya
ditetapkan dengan Peraturan Daerahn.

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi
menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh Tlikwiditor disampaikan
kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembsbasan
tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan,

(4) Dalam hal Tikwidasi, Perusahaan Dasrah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bertangeungjawab atas kerugian yang diderita
pPihak Ketiga aspabila kerugian itu disebabkan oleh karsna
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi vyang telah disahkan tidak
menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnva.

BAB XVITI
PEMBIAYAAN
Pasal 50

Segala biaya yvang diperiukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah
dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah,
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BAB  XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka usaha dibidang
kehutanan sebpagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Propinst Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor
5 Tahun 1886 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti
Satya Propinsi Dagrah Tingkat I Kalimantan Timur dinvatakan tidak
berlaku lagi.

EAR XX
KRT=NTUAN FENUTUP
fasal B2

Peraturan Daerah ini: mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah
Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
__pada tanggal 31 Agustus 2000

Agustus 2000

SEK@%&ﬁﬁfé DAER .;2- BT KALIMANTAN TIMUR,

LEMBARAN DAERAH PROPINST KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 NCMOR 05
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FEMJELARAN
ATAS
FCRATUSAN DAERAHY PPOFTNST KALTMAMNTAN TIMUR

NOMOR NE TAHUN 2000

PEMBENTUEAN  PERUSAHAAN DAERAH  XEHUTANAN  PROPTNSI
HALTHANTAN TIMUR

LML

Salah satu upayd yang terus menerus driakukan Pemerintah Dasrah adalan
menagalil potensy dasrah untux meningkatkan psnerimazn dalam rangka kegiatan
akonomi daerah.

Sesusi derasn Undang-Urdang Nomor 22 Tahun 1958 fentany Pemerintahan
Naerah dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa Daerah dapat memiTiks Badan Usahs
Milik Dumrah sesuail dengar peraturan perundang-urdangar dan pembentukantva
Jiatur d=ngan Peraturan Dasrah. Sejalan dengan twgas vang akan dicana: dencan
patbentukan Badan Usaba M1k Daera’ dimaksud melaldi Peraturan Daeras ind
maka Peraturan Dasrah ini mengtapkan ketantuarm-ketentuan pokok vang
member Than  oedoman «ebCiaksanaan bagi Deerah dalam malaksanakan kegiatan
Perusanaan Daerah dimaksud,

a kagiatan perusangan harus ditujukan kearah
pembargJnan Daarah Phuzusnya dan penbangunan exonami Masiooal waumnya,. Qleh
sebab 1tu maka sebagian 1szha vang diparoleh nantinyz diharapkan Lntuk
kapantingan pembangunar Dasrak.
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